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Pendahuluan  

Perceraian dalam Islam dibolehkan sebagai jalan terakhir apabila upaya menjaga 

keutuhan rumah tangga tidak lagi memberikan kemaslahatan, dan dalam hukum Indonesia 

mekanismenya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Peradilan Agama No 5 tahun 

2009  serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Yuli anti 2024).Dalam perkara yang menjadi 

objek penelitian ini, penggugat dan tergugat telah dinyatakan bercerai sebagaimana tercantum 

Abstract  

This study examines the judicial reasoning in Decision Number 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn 

concerning the division of marital property after divorce, which deviates from the normative 

provision of equal distribution as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The 

research aims to analyze the legal considerations of judges and assess their conformity with the 
principles of maqaṣid al-shari‘ah. This study employs a qualitative method with a normative 

juridical case approach, using maqaṣid al-shari‘ah theory, particularly as formulated by al-

Shatibi, as the analytical framework. The findings reveal that the judges prioritized substantive 
justice by considering the actual economic contributions of the parties, resulting in a proportional 

distribution of ¾ to the wife and ¼ to the husband. This decision reflects the protection of wealth 

(ḥifẓ al-mal) and extends to safeguarding welfare aspects related to life and lineage (ḥifẓ al-nasl). 
The study concludes that the decision represents a contextual and progressive application of 

Islamic family law, balancing legal certainty with justice and public interest. It is recommended 

that future judicial practices explicitly incorporate maqaṣid-based reasoning to strengthen the 

legitimacy and consistency of decisions in similar cases. 

Keywords:Maqasid al-shariah, Marital property, Islamic law, Justice, divorce 
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dalam Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2020/PA.Sdn.Putusnya perkawinan menimbulkan akibat 

hukum, salah satunya pembagian harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung dan diakui dalam hukum positif sebagai hasil ijtihad ulama(Safi’i 

2024)yang kemudian dikodifikasikan dalam KHI(Ni Kom ang Int an Kumala Sari, 2025)dan 

Undang-Undang Perkawinan(Dwi Atmoko 2022)Tentang pembagian harta Bersama.(Fitri 

Heri Kust anti, 2025).Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur’an dan Hadis, konsep 

harta bersama ditafsirkan berbeda oleh para ahli hukum Islam, (Muttaqin d an Usqak 2020). 

antara yang menekankan kontribusi bersama suami istri dalam rumah tangga dan yang 

memandang kepemilikan harta bersifat individual kecuali diperjanjikan melalui akad tertentu, 

sehingga menunjukkan adanya dinamika antara nilai normatif Islam dan praktik hukum 

peradilan(Jamaluddin, 2016).Pemisahan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan 

pada dasarnya dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan para pihak yang 

dituangkan dalam akta notaris dan diumumkan sebagaimana putusan hakim(Aprinelita 2025). 

Dalam praktik peradilan, persoalan ini tampak secara nyata dalam Putusan Pengadilan 

Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn. Perkara yang diperiksa di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Sukadana tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta bersama 

pasca perceraian, tetapi juga melibatkan tuntutan ganti rugi serta penerapan sita jaminan atas 

objek sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa harta bersama tidak lagi bersifat 

sederhana, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang kompleks dan menuntut 

kehati-hatian hakim dalam menilai fakta hukum serta mewujudkan keadilan substantif 

(Alfiyani dan Muamar 2023).Secara normatif, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur 

bahwa pembagian harta bersama antara duda dan janda dilakukan secara seimbang, yaitu 

masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama (Nurmila dan Mahmudah 

2024). Ketentuan tersebut selama ini menjadi standar kepastian hukum dalam penyelesaian 

sengketa harta bersama di lingkungan peradilan agama. Akan tetapi, penerapan norma secara 

kaku tidak selalu mampu menghadirkan keadilan ketika dihadapkan pada realitas kehidupan 

rumah tangga yang beragam. Kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan tersebut 

tampak nyata dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn. Dalam amar putusannya, 

majelis hakim melakukan terobosan hukum (contra legem) dengan menetapkan pembagian 

harta bersama sebesar ¾ bagian kepada mantan istri dan ¼ bagian kepada mantan suami. 

Hakim tidak semata-mata berpegang pada bunyi tekstual Pasal 97 KHI, melainkan 

mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa istri memiliki kontribusi 

ekonomi yang jauh lebih dominan dalam memperoleh dan mempertahankan harta bersama, 

sementara suami tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal. Putusan tersebut 

menunjukkan bahwa praktik peradilan tidak selalu berorientasi pada pembagian matematis 

50:50, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat (Dewi 

2022). 

Pergeseran proporsi pembagian harta bersama tersebut menimbulkan pertanyaan 

penting dalam perspektif filsafat hukum Islam, yaitu apakah tindakan hakim yang 

menyimpangi ketentuan normatif tersebut hanya bersifat kasuistis dan subjektif atau justru 

mencerminkan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Untuk menjawab 

persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori maqāṣid al-syarī‘ah yang dikembangkan 

oleh Imam al-Syatibi. Menurut Imam al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya 

ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (mafsadat) bagi 
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manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok 

kehidupan (al-kulliyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), 

akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). 

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, hukum Islam tidak ditetapkan semata-mata 

sebagai aturan normatif, melainkan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

mencegah kemudaratan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Prinsip 

kemaslahatan tersebut menjadi inti pemikiran Imam al-Syatibi, di mana tujuan syariat harus 

senantiasa menjadi dasar dalam penetapan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, Putusan 

Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn dapat dianalisis sebagai bentuk penerapan maqāṣid al-

syarī‘ah dalam praktik peradilan, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan dan 

kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara (Fathur Rohman 2017). Melalui kerangka 

teoritis ini, putusan hakim tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal semata, tetapi juga 

diukur berdasarkan sejauh mana putusan tersebut mampu melindungi hak-hak para pihak, 

menghadirkan keadilan substantif, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan 

utama syariat Islam. 

Oleh karena itu, kajian terhadap putusan ini menjadi penting dan relevan untuk 

dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim 

berdasarkan hukum positif, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-

syarī‘ah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan penegakan keadilan (al-

‘adl). Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pembagian harta bersama tidak semata-mata 

dipandang dari aspek kesetaraan matematis, melainkan juga dari aspek kemaslahatan dan 

keadilan proporsional bagi para pihak. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya diskursus hukum keluarga Islam mengenai fleksibilitas penerapan norma 

pembagian harta bersama pasca perceraian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi penegak hukum dalam merumuskan putusan yang tidak 

hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan 

hak ekonomi para pihak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Utami & Dalimunthe 2023). 

Berbagai peneliti an menunjukk an bahwa penerap an maqashid syariah dalam 

penyelesai an sengketa harta bersama pasca percerai an menek ank an pada prinsip keadil an, 

kemaslahat an, d an keseimb ang an ekonomi bagi kedua pihak. Risw an menyoroti pentingnya 

memperhatik an kontribusi masing-masing pihak, buk an h anya atur an tekstual(Riswan 2025). 

Sel anjutnya, Zuhri Im ansyah menemuk an bahwa putus an hakim di Bengkulu belum 

sepenuhnya mencermink an nilai maqashid karena mengabaik an per an istri(Zuhri Imansyah, 

2020).Kemudi an, Moh. Nurarrouf melalui perspektif maqashid Jasser Auda menek ank an 

penyelesai an y ang bersifat holistik d an berorientasi pada keadil an subst antif(Nurarrouf 

2021).Setelah itu, Afrizal melihat maqashid sebagai pedom an kontekstual dalam menafsirk an 

Pasal 97 KHI agar keputus an hakim sesuai deng an kondisi sosial-ekonomi para pihak(Afrizal 

d an Kodri 2022).Sementara itu, Novrizal Zuhri andi menilai pembagi an 30%:70% sebagai 

bentuk keadil an kontekstual y ang sejal an deng an maslahah mursalah, d an 

akhirnya(Zuhri andi, 2023), Irzak Yuliardy Nugroho menegask an pentingnya perlindung an 

terhadap harta (hifz al-mal) serta kehormat an (hifz al-‘ird) untuk mewujudk an pembagi an 

harta y ang adil d an maslahat(Yuliardy Nugroho dkk. 2024). 

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada kajian konseptual 

maqāṣid al-syarī‘ah atau analisis putusan yang masih sejalan dengan ketentuan normatif 
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peraturan perundang-undangan, penelitian ini secara khusus mengkaji dinamika pembagian 

harta bersama yang tidak dilakukan secara matematis sebagaimana diatur dalam Pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam, melainkan melalui pembagian proporsional ¾ bagian untuk istri dan 

¼ bagian untuk suami dalam Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn. Kebaruan penelitian 

ini terletak pada upaya merekonstruksi penalaran hukum hakim (legal reasoning) yang 

melakukan terobosan hukum (contra legem) demi mewujudkan keadilan ekonomi yang 

sejalan dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan perlindungan 

keturunan (ḥifẓ al-nasl). Berdasarkan latar belakang, kesenjangan antara norma hukum dan 

praktik peradilan, serta kerangka teoritis maqāṣid al-syarī‘ah yang telah diuraikan, penelitian 

ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 

895/Pdt.G/2021/PA.Sdn serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-

syarī‘ah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak pasca perceraian. 

 

Metode  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris berbasis studi 

kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan memahami penerapan hukum dalam 

praktik peradilan melalui kajian terhadap Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn serta 

didukung oleh data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sukadana. Metode 

kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam 

mengenai pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, 

khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan dan maqāṣid al-syarī‘ah dalam 

praktik peradilan.Penelitian ini menggunakan teori maqhasid syariah yang Dimana dalam 

kasus ini perolehan bagian harta lebih besar kepada pihak istri karena melindungi harta 

tersebut supaya di gunakan dengan baik serta untuk memenuhi kebutuhan anak-anak nya.Hal 

ini sangat relevan dengan pertimbangan hakim pada putusan ini dalam pertimbngan ke 3- 7 

dalam hasil putusan tersebut. analisis dilakuk an untuk mengidentifikasi sejauh m ana putus an 

hakim dalam kasus tersebut mencermink an prinsip-prinsip maqaṣid syariah serta kesesuai an 

deng an ketentu an hukum positif y ang berlaku. Pemilihan Pengadilan Agama Sukadana 

sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan akademik dan metodologis, yaitu karena 

pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan, termasuk pembagian 

harta bersama pasca perceraian. Selain itu, adanya Putusan ini yang menjadi objek penelitian 

menjadikan Pengadilan Agama Sukadana relevan sebagai sumber data primer dalam mengkaji 

penerapan hukum keluarga Islam. Putusan tersebut juga memuat pertimbangan hukum hakim 

yang penting untuk dianalisis, khususnya terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam dan 

prinsip Maqashid Syariah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di tingkat peradilan pertama 

Sumber data primer dalam peneliti an ini adalah putus an pengadil an Nomor 

895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, sed angk an sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), Und ang-Und ang Nomor 1 Tahun 1974 tent ang Perkawin an, serta 

peratur an pelaks ana lainnya y ang relev an.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

dokumen dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada narasumber, yaitu 

seorang hakim Pengadilan Agama Sukadana, untuk memperoleh pandangan mengenai dasar 

pertimbangan hakim dan relevansi maqaṣid syariah dalam praktik peradilan.Proses observasi 

dokumen dilakukan dengan menelaah salinan resmi putusan pengadilan dan pertimbangan 
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hukum hakim. Observasi ini diperlukan untuk memahami konteks fakta hukum dan logika 

yuridis yang digunakan dalam memutus perkara.  Selain itu, adanya Putusan ini yang menjadi 

objek penelitian menjadikan Pengadilan Agama Sukadana relevan sebagai sumber data primer 

dalam mengkaji penerapan hukum keluarga Islam. Putusan tersebut juga memuat 

pertimbangan hukum hakim yang penting untuk dianalisis, khususnya terkait penerapan 

Kompilasi Hukum Islam dan prinsip Maqashid Syariah, sehingga penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam di tingkat 

peradilan pertama.Proses observasi dokumen dilakuk an deng an menelaah salin an resmi 

putus an pengadil an serta dokumen pendukung lain seperti berkas gugat an, pembela an, d an 

pertimb ang an hukum hakim. Observasi ini diperluk an untuk memahami konteks fakta hukum 

d an logika yuridis y ang digunak an dalam memutus perkara.  analisis data dilakuk an secara 

kualitatif deskriptif, deng an cara menafsirk an hasil temu an lap ang an berdasark an teori 

maqaṣid al-syariah d an ketentu an hukum positif. Data y ang diperoleh kemudi an 

dib andingk an, disintesisk an, d an dikaitk an deng an teori keadil an d an kemaslahat an, 

sehingga menghasilk an pemaham an komprehensif mengenai penerap an prinsip maqaṣid al-

syariah dalam pertimb ang an hakim pada perkara pembagi an harta bersama. 

 

Hasil d an Pembahas an  

Pertimb ang an hakim dalam pembagi an harta bersama pada putus an Nomor 

895/Pdt.G/2021/PA.Sdn 

 Dalam setiap perkara pembagi an harta bersama pasca percerai an, hakim memiliki 

per an penting untuk menegakk an keadil an berdasark an fakta hukum y ang terungkap di 

persid ang an. Pertimb ang an hakim tidak h anya didasark an pada atur an normatif y ang 

berlaku, tetapi juga memperhatik an kondisi nyata y ang terjadi selama masa perkawin an para 

pihak. Dalam Putus an Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn, Majelis Hakim Pengadil an Agama 

Sukad ana melakuk an  analisis mendalam terhadap fakta-fakta y ang muncul selama 

persid ang an, termasuk kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh d an memelihara 

harta bersama. Pertimb ang an tersebut menggambark an bagaim ana hakim menyeimb angk an 

 antara hukum positif, asas keadil an, d an nilai-nilai kem anusia an y ang terk andung dalam 

hukum Islam. 

Melalui ser angkai an pertimb ang an y ang ditu angk an dalam putus an ini, terlihat bahwa 

majelis hakim tidak h anya terpaku pada ketentu an normatif sebagaim ana diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatik an per an nyata istri (Penggugat) dalam 

memenuhi kebutuh an ekonomi keluarga. Fakta bahwa istri lebih domin an dalam hal 

pembiaya an rumah t angga serta pelunas an pinjam an untuk memperoleh harta bersama 

menjadi dasar bagi hakim untuk menetapk an pembagi an y ang lebih proporsional. Deng an 

demiki an, pertimb ang an hakim dalam perkara ini menunjukk an penerap an asas keadil an 

subst antif, di m ana pembagi an harta bersama tidak h anya bersifat matematis, tetapi juga 

mempertimb angk an keseimb ang an t anggung jawab d an kontribusi dalam rumah t angga. 

Adapun Pertimb ang an hakim dalam Putus an Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn adslah 

sebagai berikut: 

1. Pertimb ang an pertama 

Majelis hakim mempertimb angk an bahwa dari fakta-fakta y ang terungkap di 

persid ang an tersebut di atas, dihubungk an deng an norma hukum harta bersama, 
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Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta bersama berupa satu bid ang t anah 

pekar ang an seluas 785 meter persegi (m²) y ang di atasnya ada B angun an Rumah 

Perm anen, y ang berlokasi di Dusun IV, RT. 006, RW. 004, Desa T anjung Kesuma, 

Kecamat an Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, d an Motor Honda Supra X 

Nomor Polisi BE 2430 NAT (y ang ditemuk an dalam pemeriksa an setempat) 

merupak an harta bersama dari Penggugat d an Tergugat. 

 Dalam pertimb ang an pertama Majelis hakim menilai bahwa berdasark an hasil 

pemeriksa an selama persid ang an, terbukti ad anya beberapa aset y ang diperoleh 

selama masa perkawin an  antara Penggugat d an Tergugat. Aset tersebut berupa 

sebid ang t anah seluas 785 meter persegi deng an b angun an rumah perm anen di 

atasnya, y ang terletak di Desa T anjung Kesuma, Kecamat an Purbolinggo, Kabupaten 

Lampung Timur, serta satu unit sepeda motor Honda Supra X deng an nomor polisi BE 

2430 NAT. Berdasark an bukti d an fakta hukum y ang ada, hakim menyimpulk an 

bahwa seluruh harta tersebut merupak an harta bersama y ang dimiliki oleh Penggugat 

d an Tergugat selama masa perkawin an mereka. 

2. Pertimb ang an kedua 

Majelis hakim mempertimb angk an bahwa norma hukum harta bersama sebagaim ana 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapk an bagi an masing-masing 

j anda d an duda adalah separuh bagi an dari harta bersama (boedel) sep anj ang tidak 

ditentuk an lain dalam perj anji an perkawin an.Penentu an bagi an separuh bagi masing-

masing j anda d an duda tersebut harus dipahami sebagai pembagi an dalam situasi 

masing-masing (selama dalam masa perkawin an) telah menjal ank an tugas d an 

t anggung jawab deng an sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing y ang telah 

melaks anak an hal-hal y ang menjadi kewajib annya dalam membina rumah t angga 

berhak menurut hukum atas separuh bagi an dari harta bersama 

 Sel anjutnya dalam Pertimb ang an kedua, majelis hakim mengacu pada ketentu an Pasal 

97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), y ang menyatak an bahwa setelah terjadi percerai an, 

baik j anda maupun duda masing-masing berhak atas setengah bagi an dari harta 

bersama, kecuali jika ada perj anji an perkawin an y ang mengatur lain. Namun, 

pembagi an ini harus dipahami sebagai bentuk pengharga an terhadap t anggung jawab 

d an kontribusi masing-masing pihak selama menjal ani kehidup an rumah t angga. 

Artinya, pembagi an y ang adil h anya berlaku bagi pas ang an y ang sama-sama 

menjal ank an kewajib annya deng an baik dalam rumah t angga. 

3. Pertimb ang an ketiga 

Majelis hakim mempertimb angk an bahwa dari keter ang an para saksi Penggugat, 

Majelis Hakim menemuk an fakta hukum bahwa selama ikat an perkawin an Penggugat 

d an Tergugat, Penggugat lebih domin an d an berper an aktif dalam memenuhi 

kebutuh an hidup rumah t angg anya, dim ana Penggugat bekerja sebagai Guru PNS 

(Pengawai Negeri Sipil) di SM AN 1 Purbolinggo sed angk an Tergugat bekerja sebagai 

buruh serabut an y ang tidak diketahui secara jelas penghasil annya 

 Dalam pertimb ang an ketiga Berdasark an keter ang an para saksi y ang diajuk an oleh 

Penggugat, hakim menemuk an bahwa selama masa perkawin an, Penggugat memiliki 

per an y ang lebih besar dalam memenuhi kebutuh an ekonomi keluarga. Penggugat 

bekerja sebagai guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SM AN 1 Purbolinggo 
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d an menjadi sumber penghasil an utama dalam rumah t angga, sementara Tergugat 

h anya bekerja sebagai buruh serabut an deng an pendapat an y ang tidak menentu. Fakta 

ini menunjukk an bahwa kontribusi Penggugat dalam memb angun d an 

mempertah ank an kehidup an rumah t angga jauh lebih besar dib andingk an Tergugat. 

4. Pertimb ang an ke empat 

Majelis hakim mempertimb angk an bahwa dalam persid ang an terungkap fakta bahwa 

selama perkawin an Penggugat melakuk an b anyak pinjam an y ang digunak an untuk 

membeli aset harta bersama Penggugat d an Terugat. Sel anjutnya, terhadap 

pengambil an pinjam an tersebut, Penggugat melakuk an pembayar an sendiri deng an 

pemotong an gaji bul an an Penggugat (bukti P.11 berupa slip gaji Penggugat, P.14 

berupa Fotokopi Bukti Pelunas an di Koperasi Tegar, menjelask an tent ang pelunas an 

pinjam an pada KPN “Tegar” SM AN 1 Purbolinggo sebesar Rp.3000.000 (tiga juta 

rupiah) pada bul an Oktober 2015 deng an jumlah pinjam an y ang diambil sejumlah 

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) d an bukti P.18 berupa Surat Keter ang an dari 

B ank Lampung, t anggal 19 Juli 2021, y ang aslinya dikeluark an oleh Pimpin an PT B ank 

Pemb angun an Daerah Lampung K antor Cab ang Pemb antu Sukad ana, menjelask an 

bahwa Penggugat adalah debitur pada B ank Pemb angun an Daerah Lampung K antor 

Cab ang Pemb antu Sukad ana deng an fasilitas kredit pinjam an Pegawai deng an jumlah 

hut ang per t anggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta 

rupiah) d an jumlah hut ang per t anggal 09 Oktober 2018 sebesar Rp234.000.000 (dua 

ratus tiga puluh empat juta rupiah)).  Bahwa berdasar bukti-bukti dimaksud 

dihubungk an deng an keter ang an saksi-saksi Penggugat tersebut di atas menyatak an 

Penggugat d an Tergugat memiliki harta bersama yaitu sebid ang t anah y ang di atasnya 

berdiri rumah perm anen, mobil Toyota Innova, d an motor Honda Supra X, ketiga harta 

bersama milik Penggugat d an Tergugat diperoleh secara kredit y ang meng angsur 

Penggugat deng an cara potong gaji Penggugat sebagai PNS d an Tergugat tidak ikut 

memb antu membayar  angsur an, terbukti d an dikonstatasi sebagai fakta hukum y ang 

tetap. 

 Dalam pertimabng an Keempat ini terungkap bahwa selama perkawin an, Penggugat 

telah melakuk an beberapa pinjam an dari koperasi d an b ank untuk membeli aset y ang 

kemudi an menjadi harta bersama. Bukti-bukti seperti slip gaji, surat pelunas an 

pinjam an, d an keter ang an dari B ank Lampung menunjukk an bahwa Penggugat secara 

konsisten membayar cicil an pinjam an tersebut deng an pemotong an gaji bul an annya 

sendiri t anpa b antu an dari Tergugat. Aset y ang diperoleh dari hasil pinjam an tersebut 

meliputi sebid ang t anah deng an rumah perm anen, mobil Toyota Innova, d an motor 

Honda Supra X. Fakta ini memperkuat keyakin an hakim bahwa sebagi an besar harta 

bersama diperoleh dari hasil kerja keras Penggugat sendiri. 

5. Pertimb ang an kelima 

Majelis hakim mempertimb angk an bahwa Tergugat sebagai kepala rumah t angga 

mempunyai kewajib an d an bert anggung jawab penuh atas kel angsung an hidup 

berumah t angga. Di m ana Tergugat adalah sebagai pemimpin dalam rumah t angga 

sebagaim ana Surat  an-Nisa ayat 34 y ang berbunyi: “Lelaki itu pimpin an dalam rumah 

t angga.” Serta berdasark an Pasal 80 ayat (4) huruf a d an b Kompilasi Hukum Islam 

menyatak an bahwa kewajib an seor ang suami terhadap istrinya adalah: a. Nafkah, 
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kiswah, d an tempat kediam an bagi istri. b. Biaya rumah t angga, biaya perawat an d an 

biaya pengobat an bagi istri d an  anak. Kewajib an-kewajib an suami terhadap istri 

(keluarga) adalah t anggung jawab penuh suami untuk menafkahi, melindungi istri d an 

 anak. 

 Dalam Pertimb ang an kelima Hakim juga menegask an bahwa berdasark an ajar an 

Islam d an hukum positif, suami memiliki t anggung jawab penuh dalam menafkahi 

keluarga. Hal ini ditegask an dalam Surat  an-Nisa ayat 34, y ang menyebutk an bahwa 

laki-laki adalah pemimpin bagi keluarg anya, serta Pasal 80 ayat (4) huruf a d an b KHI, 

y ang mewajibk an suami memberik an nafkah, tempat tinggal, serta biaya rumah t angga 

bagi istri d an  anak. Dalam konteks perkara ini, Tergugat seharusnya menjal ank an 

kewajib an tersebut secara penuh, namun kenyata annya sebagi an besar t anggung jawab 

tersebut justru dipikul oleh Penggugat. 

6. Pertimb ang an ke enam 

Majelis hakim mempertimb angk an bahwa dari pertimb ang an-pertimb ang an tersebut 

di atas, Pengadil an berpendapat bahwa penentu an bagi an harta bersama masing-

masing ½ bagi Penggugat d an Tergugat dipandang tidak adil dikarenak an sebagi an 

t anggung jawab Tergugat sebagai suami y ang “harus” dilaks anak an namun justru 

diambil alih kemudi an oleh Penggugat sebagai seor ang istri. 

 Dalam pertimb ang an ke enam ini Setelah mempertimb angk an seluruh fakta y ang ada, 

hakim menilai bahwa pembagi an harta bersama secara setengah-setengah (½:½)  antara 

Penggugat d an Tergugat di anggap tidak adil. Ketidakadil an ini muncul karena 

sebagi an besar kewajib an Tergugat sebagai suami telah diambil alih oleh Penggugat. 

Oleh sebab itu, hakim menilai perlu ad anya penyesuai an dalam pembagi an agar lebih 

mencermink an rasa keadil an berdasark an kontribusi nyata masing-masing pihak dalam 

rumah t angga. 

7. Pertimb ang an ketujuh 

Majelis hakim mempertimb angk an bahwa deng an memerhatik an aspek keadil an pada 

keada an-keada an (circumst ances) y ang melingkupi perkara a quo, Majelis Hakim 

menerapk an penentu an bagi an harta bersama deng an menggeser atau mengalihk an 

sebagi an dari ½ (2/4) bagi an normatif Penggugat kepada Penggugat. Deng an 

mengasumsik an bagi an masing-masing pada awalnya ½ (2/4) bagi an, maka salah satu 

kewajib an Tergugat sebagai suami y ang berkewajib an menafkahi keluarga justru 

diambil alih oleh Penggugat dikompensasi deng an mengalihk an seperseki an bagi an 

harta bersama kepada Penggugat, dalam hal ini bagi an semula Tergugat 2/4 bagi an 

dikur angi ¼ bagi an d an dialihk an kepada Penggugat. Deng an demiki an, maka bagi an 

Penggugat terhadap harta bersama tersebut adalah sejumlah ¾ bagi an  (75%) 

sementara Tergugat memperoleh ¼ bagi an (25%). 

 Dalam Pertimb ang an Ketujuh hakim menjelask an Sebagai bentuk penerap an prinsip 

keadil an, hakim memutusk an untuk mengubah pembagi an normatif y ang semula 

masing-masing mendapatk an setengah bagi an. Karena Penggugat terbukti lebih 

b anyak berper an dalam memb angun d an membiayai keluarga, maka bagi annya 

dinaikk an menjadi ¾ (tiga perempat atau 75%), sed angk an Tergugat h anya 

memperoleh ¼ (seperempat atau 25%) dari total harta bersama. Keputus an ini 
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menunjukk an bahwa hakim tidak h anya berpeg ang pada hukum tertulis, tetapi juga 

memperhatik an kondisi nyata d an rasa keadil an y ang hidup di tengah masyarakat. 

Berdasark an seluruh hasil pemeriksa an d an pertimb ang an tersebut, majelis hakim 

kemudi an mengambil keputus an y ang dinilai paling adil bagi kedua belah pihak. Hakim 

menilai bahwa pembagi an harta bersama secara setengah untuk suami d an setengah untuk 

istri sebagaim ana Kompilasi Hukum Islam Pasal 97  tidak sepenuhnya mencermink an 

keadil an dalam perkara ini. Hal itu karena selama perkawin an, istri terbukti lebih b anyak 

berper an dalam memenuhi kebutuh an rumah t angga d an melunasi ut ang untuk membeli aset 

bersama. Oleh sebab itu, hakim memutusk an bahwa bagi an istri lebih besar, yaitu ¾ (tiga 

perempat) dari total harta bersama, sed angk an suami memperoleh ¼ (seperempat) bagi an. 

Keputus an ini mencermink an penerap an hukum y ang berl andask an pada keadil an y ang 

sebenarnya, buk an h anya sekadar atur an tertulis. Deng an demiki an, putus an ini 

menunjukk an bahwa pengadil an berupaya memberik an keputus an y ang mempertimb angk an 

kontribusi nyata d an t anggung jawab masing-masing pihak dalam memb angun kehidup an 

rumah t angga. 

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana Pembagian harta 

bersama sebesar 50:50 dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bersifat normatif, namun 

hakim dalam praktiknya tidak selalu terikat secara kaku pada ketentuan tersebut dan lebih 

mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak. Dalam perkara ini, pembagian tidak sama 

rata didasarkan pada fakta bahwa istri lebih dominan dalam memperoleh harta, suami tidak 

menjalankan kewajiban menafkahi, serta melakukan tindakan merugikan, sementara anak 

berada dalam pengasuhan istri. Kondisi pasca perceraian tidak menjadi fokus utama, 

melainkan fakta persidangan dan peran masing-masing selama perkawinan. Oleh karena itu, 

pembagian proporsional sebesar ¾ untuk istri dan ¼ untuk suami dinilai sah secara hukum 

sebagai bentuk keadilan substantif dan perlindungan kemaslahatan istri, serta dapat dijadikan 

rujukan dalam perkara serupa dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing kasus. 

 

Tinjau an Maqaṣid Al-syariah Terhadap Pertimb ang an Hakim Pada Putus an Nomor 

895/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tent ang Harta Bersama Di Pengadil an Agama Sukad ana 

Maqaṣid al-syariah merupakan tujuan utama dari pensyariatan Islam yang diarahkan 

untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia(Imam Mawardi 

2018), sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi bahwa seluruh ketentuan hukum Islam 

bertujuan menghadirkan kebaikan di dunia dan akhirat dengan menjaga lima unsur pokok 

pada tingkat ḍaruriyyat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai 

al-kulliyat al-khamsah(A. Ummu Fauziyyah Syafruddin 2023).Dalam konteks sengketa harta 

bersama pasca perceraian, pembagian harta secara proporsional mencerminkan penerapan 

maqaṣid al-syariah, khususnya pada aspek ḥifẓ al-mal sebagai upaya melindungi hak 

kepemilikan dan keberlangsungan ekonomi. Namun perlindungan harta juga berkaitan dengan 

ḥifẓ al-nasl, terutama ketika perceraian menyangkut kepentingan anak dan pihak yang lebih 

rentan. Oleh karena itu, analisis putusan hakim perlu diarahkan pada sejauh mana 



10 
 

pertimbangannya telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan serta menghadirkan 

keadilan substantif sebagaimana tujuan syariat. 

Pada Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn merupakan perkara pembagian harta 

bersama antara mantan suami dan istri setelah perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Objek sengketa meliputi sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, satu unit mobil, serta 

satu unit sepeda motor yang diperoleh selama masa perkawinan. Selain itu, terdapat persoalan 

utang yang timbul selama perkawinan, termasuk pinjaman bank dan koperasi yang sebagian 

digunakan untuk kepentingan keluarga, namun sebagian lainnya dipersoalkan karena 

dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak.Dalam pertimbangannya, majelis hakim terlebih 

dahulu menegaskan kewenangan absolut dan relatif pengadilan, legal standing para pihak, 

serta keabsahan alat bukti yang diajukan. Setelah itu, hakim menilai status harta yang 

diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama yang harus dibagi sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku.Dari sisi prosedural, pertimbangan hakim menunjukkan kepatuhan 

terhadap hukum acara perdata, termasuk pembuktian, pemeriksaan setempat, serta penerapan 

putusan verstek karena ketidakhadiran tergugat. Namun, yang menjadi fokus kajian ini adalah 

dimensi substantifnya, yakni apakah putusan tersebut telah sejalan dengan tujuan syariat 

dalam melindungi hak dan mewujudkan keadilan. 

Dalam perspektif Imam al-Syatibi, perlindungan terhadap harta merupakan bagian dari 

kebutuhan primer (ḍaruriyyat) yang tidak boleh diabaikan(Nabila Zatadini 2020). Harta 

dipandang sebagai sarana penting untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan 

keluarga. Oleh karena itu, segala bentuk penguasaan, pengalihan, atau penggunaan harta harus 

didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian sepihak.Dalam putusan ini, 

hakim menetapkan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. 

Penetapan tersebut sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-mal karena memberikan kepastian hukum 

atas status kepemilikan. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah sengketa lanjutan dan 

potensi kerugian salah satu pihak.Lebih jauh, hakim juga mempertimbangkan keberadaan 

utang yang timbul selama perkawinan. Dalam kerangka maqaṣid, utang yang digunakan untuk 

kepentingan keluarga dapat dikategorikan sebagai tanggungan bersama. Namun, apabila utang 

dilakukan secara sepihak dan merugikan pihak lain, maka pembebanannya perlu 

dipertimbangkan secara adil. Pertimbangan hakim yang memisahkan tanggung jawab utang 

tertentu menunjukkan upaya untuk mencegah mafsadat dan melindungi hak ekonomi pihak 

yang dirugikan.Dengan demikian, dari sisi perlindungan harta, putusan ini dapat dinilai telah 

mencerminkan orientasi maqāṣid, karena tidak semata-mata membagi aset secara formal, 

tetapi juga memperhatikan keadilan dalam tanggung jawab finansial 

Imam al-Syatibi menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi 

juga pada tujuan kemaslahatan. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu identik dengan 

pembagian matematis yang kaku, melainkan harus mempertimbangkan kontribusi, kondisi 

ekonomi, dan dampak sosial dari putusan tersebut.Apabila dalam pertimbangan hakim 

ditemukan fakta bahwa salah satu pihak memiliki kontribusi dominan dalam memperoleh 

harta bersama atau menanggung beban utang, maka penilaian tersebut relevan dalam 

kerangka maqāṣid. Tujuan utamanya adalah agar putusan tidak menimbulkan ketimpangan 

baru atau memperparah ketidakadilan pasca perceraian.Pendekatan ini menunjukkan bahwa 
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hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada legal-formal, tetapi juga pada 

perlindungan kesejahteraan para pihak. Dengan kata lain, hakim tidak sekadar menerapkan 

norma, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang timbul dari putusan 

tersebut. 

Dalam pertimbangan hakim, peran istri dinilai sangat dominan dalam menghimpun dan 

mengelola keuangan keluarga. Selain itu, dalam aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), hakim 

menetapkan porsi pembagian yang lebih besar kepada pihak istri dengan mempertimbangkan 

tingkat kecakapan hukum dan tanggung jawab yang ditunjukkan selama perkawinan. Dalam 

konteks ini, istri dipandang memiliki kapasitas yang lebih memadai dibandingkan suami 

dalam mengelola dan mempertahankan harta bersama. Oleh karena itu, pemberian porsi yang 

lebih besar kepada istri merupakan bentuk perlindungan terhadap harta yang secara nyata 

diusahakan dan dijaga olehnya, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan berbasis 

kontribusi.Selanjutnya, dalam aspek perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), hakim juga 

mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak, di mana dalam perkara ini kedua anak berada 

dalam pengasuhan istri. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan bagian 

harta yang lebih besar kepada istri, sebagai upaya menjamin keberlangsungan hidup dan 

kesejahteraan anak pasca perceraian. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya 

berorientasi pada aspek pembagian harta semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial 

dan keberlanjutan kehidupan keluarga.Dalam perspektif maqaṣid, kondisi ini merupakan 

bagian dari menjaga keturunan pada tingkat ḍaruriyyat(sutisna 2021).Temuan ini juga 

diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sukadana 

yang turut berperan dalam pemeriksaan perkara tersebut 

Adapun jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurmila, terdapat 

kesamaan dalam penggunaan perspektif maqaṣid al-syari‘ah, khususnya pada aspek ḥifẓ al-

mal dan ḥifẓ al-nasl dalam pembagian harta bersama. Namun demikian, perbedaannya terletak 

pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Siti Nurmila tetap berpegang pada 

ketentuan hukum normatif, sedangkan dalam penelitian ini hakim mengambil langkah yang 

lebih kontekstual dengan melakukan penyimpangan dari ketentuan normatif berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna mewujudkan keadilan substantif.Secara 

umum, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat diklasifikasikan berdasarkan perspektif 

maqaṣid al-syari‘ah ke dalam dua aspek utama. Pertama, dalam kerangka ḥifẓ al-mal 

(perlindungan harta), hal ini tercermin pada pertimbangan ketiga, keempat, keenam, dan 

ketujuh, di mana hakim menitikberatkan pada besarnya kontribusi ekonomi Penggugat, fakta 

bahwa perolehan dan pelunasan harta berasal dari usaha Penggugat, serta penetapan 

pembagian yang tidak lagi sama rata menjadi ¾ berbanding ¼ sebagai wujud keadilan yang 

proporsional. Kedua, dalam aspek ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), terlihat pada 

pertimbangan kelima dan keenam, yakni ketika hakim menilai tidak optimalnya pelaksanaan 

kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga yang berimplikasi pada keberlangsungan dan 

kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan tidak hanya 

berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif demi 

menjaga stabilitas kehidupan keluarga. 

 



12 
 

Kesimpul an  

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 

895/Pdt.G/2021/PA.Sdn menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hakim dari yang 

semata-mata normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada 

keadilan substantif. Penulis memandang bahwa langkah hakim dalam menetapkan pembagian 

harta bersama sebesar ¾ kepada istri dan ¼ kepada suami merupakan bentuk konkret 

penerapan prinsip maqaṣid al-syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-

mal) dan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), karena mempertimbangkan kontribusi 

ekonomi yang dominan dari pihak istri serta tanggung jawabnya dalam menjamin 

keberlangsungan hidup anak pasca perceraian. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan 

bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang bersifat matematis, melainkan 

harus disesuaikan dengan fakta dan kondisi riil yang terungkap dalam persidangan.Penelitian 

ini memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis, yaitu memperkaya 

pengetahuan keilmuan hukum keluarga Islam terkait fleksibilitas penerapan pembagian harta 

bersama serta menjadi referensi bagi hakim dalam merumuskan putusan yang lebih 

berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun demikian, penelitian ini masih 

memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan sebagai objek kajian dan 

menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang berbasis pada studi dokumen serta 

wawancara terbatas, sehingga belum mampu merepresentasikan praktik peradilan secara 

menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan 

dengan mengkaji lebih banyak putusan serta menggunakan pendekatan empiris yang lebih 

komprehensif agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi 

maqaṣid al-syari‘ah dalam praktik peradilan agama. 
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Pendahuluan (Times New Roman, size 12)  

Paragraf. Penulis memaparkan isu/kasus secara umum, kasus umum ini relevan dengan 

artikel yang ditulis (penulis dapat meninjau disertasi atau refrensi-refrensi dari berbagai 

artikel). Selain kasus umum, penulis juga dapat menjelaskan nilai-nilai normatif yang 

berkaitan dengan kajian artikel yang ditulis. (1-2 paragraf) 

Paragraf. Penulis menjelaskan isu/kasus khusus sesuai dengan kasus yang diteliti. Kasus 

khusus ini penulis memaparkan bentuk fenomena yang diteliti, jelaskan penelitian ini 

dilakukan di daerah mana. Setelah memaparkan fenomena yang diteliti, penulis memaparkan 

argumentasi masalah yang dikaji (research problem) terhadap isu/fenomena yang terjadi 

Abstract (Times New Roman, size 11 pt) 

Adalah gambaran menyeluruh mengenai hasil penulisan artikel ini. Abstrak memuat beberapa unsur, 

diantaranya:  

1. Gambaran tentang permasalahan kajian yang ditulis 

2. Tujuan atau rumusan masalah 
3. Teori dan metode yang digunakan 

4. Temuan atau hasil dan saran rekomendasi 

Keempat hal ini harus termuat secara jelas dan ringkas, 1 spasi, minimal 150 kata dan masimal 250 kata, 

font Italic, Bahasa Inggris) 

Keywords: (Times New Roman, size 11 pt) 

Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dapat 

diambil dari variabel penting di bidang isu yang dikaji. Pilihlah kata kunci yang paling baik yang dapat 

mewakili topik yang dibahas dalam artikel tersebut (Keywords ditulis maksimal 6 kata, menggunakan 

Bahasa Inggris 
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tersebut, jelaskan gejala sosialnya apa, dampak krusialnya apa. Risearch problem dalam 

penulisan artikel diperoleh dengan memotret gap antara das sein dan das sollen (dapat 

merujuk disertasi, atau hasil penelitian lain yang terkait berupa artikel jurnal), penjelasan 

(research problem) ini harus didukung dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif (2-3 

paragraf). 

Paragraf. Menjelaskan alasan mengapa isu kajian ini penting untuk diteliti/ditulis, 

paragraf ini untuk melihat sejauhmana urgensinya dan implikasi dan sumbangsihnya. (1 

paragraf) 

Paragraf. Kajian pustaka/kajian penelitian yang relevan yang isinya membandingkan 

artikel ini dengan hasil penelitian lain yang sejenis, kemudian menjelaskan persamaan dan 

perbedaan Gap analisis artikel ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya (munculkan posisi 

kebaruan/novelty artikel anda). (1-2 paragraf) 

Paragraf. Rumusan masalah (research questions)  atau tujuan kajian yang akan dijawab 

dalam artikel ini. 1 paragraf 

Pendahuluan cukup 4-6 paragraf (Contantia, size 12 pt) 

 

Metode (Times New Roman, size 12) 

Dalam menguraikan metode penelitian, penulis tidak diperkenankan menggunakan sub-

bab, akan tetapi harus dinarasikan secara jelas dengan paragraph-paragraf (jumlah paragraf 

disesuaikan dengan kebutuhan). Uraian metode harus bersifat implementatif, sesuai dengan 

apa yang dilakukan peneliti di lapangan. Komponen isi metode penelitian menjelaskan artikel 

ini jenisnya metodenya kualitatif atau kuantitatif; pendekatan penelitian; subyek dan lokasi 

penelitian (jika artikel hasil penelitian lapangan); sumber data primer dan skunder; teknik 

pengumpulan data; pengecekan keabsahan data (jika artikel hasil penelitian lapangan); teknik 

analisa data. 

Penjelasan metode, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data dan 

tehnik analisa data di atas, isinya tidak lagi menjelaskan apa pengertian/definisinya, uraian 

komponen metode di atas bukan berupa deskripsi pengertian-pengertian dari para ahli metode 

penelitian. Akan tetapi menjelaskan bagaimanan implementasi perolehan datanya:  

▪ Metode yang digunakan kualitatif/kuantitatif? 

▪ Apa tujuan menggunakan metode kualitatif/kuantitaif?  

▪ Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan apa?  

▪ Obyek penelitian dilakukan di mana? Mengapa melakukan penelitian di daerah tersebut? 

berapa lama anda melakukan penelitian?  

▪ Pendekatan yang digunakan apa? Alasan menggunakan pendekatan tersebut untuk apa? 

▪ Sumber data primer dalam penelitian ini  apa?  

▪ Tehnik pengumpulan data dengan cara apa saja? siapa yang diwawancarai, kenapa yang 

bersangkutan dijadikan subjek penelitian/diwawancara; apa tujuan/kegunaan dari 

wawancara tersebut?  

▪ Bagaimana cara anda melakukan observasi? bagaimana proses observasi, kenapa perlu 

diobservasi; dokumen apa yang dicari, bagaimana mendapatkan dan kenapa dokumen 

tersebut penting). Kejujuran akademik disampaikan: ada 2 informan tapi 1 tdk bisa 

diwawancarai, menolak diwawancarai dan sebagainya. 



Bagaimana analisa dilakukan (tentu terkait dengan teori yang digunakan/ditulis di 

bagian pendahuluan). 2-3 paragraf (Contantia, size 12 pt) 

 

Hasil dan Pembahasan (Times New Roman, size 12) 

Temuan/hasil penelitian berupa data-data dari lapangan yang diperoleh dari penelitian, ini 

berupa data-data yang bersifat deskriptif. Hal ini sangat diperlukan sebagai hasil 

pertimbangan antara hasil temuan penelitian di lapangan dengan teori yang terkait dengan 

pembahasan penelitian. Temuan dipaparkan bersifat ringkasan datanya saja namun cermat, 

bukan data rinciannya, bisa menggunakan tabel, grafik, kemudian dijelaskan  dengan narasi 

kata-kata. Kenapa tidak sejalan, kenapa sejalan, mengapa praktiknya begitu, sebutkan sumber 

wawancaranya. 

Temuan/hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji 

hipotesis (jika ada dan kuantitatif) atau data wawancara dan observasi atau data kualitatif 

lainnya (jika kualitatif) atau data kajian/ telaah kritis pustaka, kemudian dianalisis secara 

kritis, dan dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Paparan bagian hasil berisi hasil analisis 

data.  

Data hasil penelitian, disarankan dibuatkan tabel atau bagan. Namun tabel/bagan tidak 

sekedar data dan angka, namun setelah tabel penulis harus menjelaskan isi dan maksud dari 

tebel tersebut. Jelaskan mengapa angka dari data yang ditemukan menunjukkan seperti itu. 

Bandingkan data yang penulis temukan dengan data dari penelit-peneliti sebelumnya. (Data 

wajib disertai sumber) 

Hasil penelitian ini bersifat fleksibel, artinya dalam satu sub bab hasil penelitian ini dapat 

memuat beberapa hasil penelitian jika memang ada banyak hal yang ingin diungkap. Jika ada 

tabel/bagan/gambar/foto berisi paparan hasil analisis yang sudah bermakna dan mudah 

dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar/foto tidak berisi data mentah yang 

masih dapat atau harus diolah. (Contantia, size 12 pt) 

 

Table 1: Tabel template text text text text text 

Text Text Text Text 

Text    

Text Text   

 Text Text  

  Text Text 

   Text 

 

Cara menyajikan tabel 

Gambar dan tabel merupakan cara yang paling efektif untuk menyajikan hasil. 

Keterangan gambar harus dapat berdiri sendiri, sehingga gambar dan tabel dapat dipahami 

tanpa perlu membaca keseluruhan naskah. Selain itu, data yang disajikan harus mudah 

diinterpretasikan. 

Kiat: 

 Grafiknya harus sederhana, tetapi informatif; 



 Penggunaan warna dianjurkan; 

 Grafik harus menjunjung standar publikasi ilmiah dan profesional; 

 Grafis harus sepenuhnya asli, merupakan karya seni yang belum pernah dipublikasikan 

yang dibuat oleh salah satu penulis bersama; 

 Jangan menyertakan perangko atau mata uang dari negara mana pun, atau barang bermerek 

dagang (logo perusahaan, gambar, dan produk), dan; 

 Hindari memilih grafik yang sudah muncul dalam teks naskah. 

Setelah menyajikan hasil/temuan penelitian, kemudian penulis menyajikan sub judul 

pembahasan. Pembahasan atau analisis yaitu penulis memfokuskan untuk menjawab rumusan 

masalah atau tujuan penelitian yang tertuang dalam latar belakang masalah (pendahuluan) di 

atas. Jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu sesuai dengan hasil penelitian yang ada 

pada sub judul temuan penelitian di atas. Bagian ini menjelaskan makna dari hasil yang 

diperoleh, menyandingkannya dengan teori dan penelitian terdahulu (wajib mencantumkan 

sumber referensinya), serta mengidentifikasi implikasi dan relevansi penelitian terhadap 

bidang ilmu yang terkait. Untuk menguatkan argumentasi analisis, penulis harus 

mencantumkan sumber dari hasil wawancara dengan responden (jika artikel hasil dari 

penelitian lapangan).  

Terkait dengan table atau foto, maka dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks 

deskripsi hasil/perolehan penelitian. Pembahasan isi tabel diusahakan tidak terpisah dengan 

data yang dibahas. Judul Tabel ditulis rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali 

kata sambung. Kalau lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal. 

Bagian pembahasan atau analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan 

substansi tulisan, yaitu maksimal 80 % dari keseluruhan halaman naskah jurnal. Dengan 

rincian 20-30% hasil penelitian dan 50-60% pembahasan. 

 

Kesimpulan (Times New Roman, size 12) 

Isi simpulan merupakan rumusan jawaban dari tujuan penelitian dan hipotesis penelitian 

bukan rangkuman hasil penelitian. Simpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan 

pada hasil dan diskusi, dibuat dalam bentuk alinea (bukan numerik), berisi temuan penelitian 

sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil pembahasan, serta lebih menonjolkan hal-

hal yang baru yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu agama, sosial, dan 

budaya. 

Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau 

implikasikebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan 

pembahasan. (simpulan dan saran maksimal 5% dari keseluruhan jumlah halaman naskah 

jurnal), 

 

Daftar Pustaka 

Refrensi atau daftar rujukan berisi semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari 

sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80% mutakhir (5 tahun terakhir), dan (c) minimal 80% 

primer, terutama dari artikel jurnal). Dalam pengutipan atau rujukan menggunakan model 

(bady note) dengan jenis sitasi APA (American Psychological Association) Style. Untuk 



menjaga konsistensi pengacuan, pengutipan dan daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi 

Reference Manager, seperti Mendeley. (Contantia, size 12 pt) 

Contoh model pengutipan sumber dari Artikel Jurnal.(Mahmudah et al., 2022)-

(Waryono et al., 2021) Sumber dari Buku.(Habib Shulton Asnawi dan M. Anwar Nawawi, 

2022) Sumber dari Disertasi.(Asnawi., 2023) Sumber dari Proceedings.(Niaz, 2023) Sumber 

dari artikel web google.(Arinanto, 2003)  

Referensi Journal: 

Asnawi., Habib Shulton. 2024. “Mental Rehabilitation of Divorce Prohibition Victim Wives 

Throughthe Balancing Institution of Megou Pak Customary Pepung and Its Implications 

Against Household Harmony.” COUNS-EDU: The International Journal of Counseling 

and Education 8 (3). DOI: https://doi.org/10.23916/0020230842630.    

Referensi Proceedings: 

Asnawi., Habib Shulton. 2004. “The Ummah’s Rejection of the Prophetic Message and Its 

Relevance in with Feminist Legal Theory’s Criticism of the Marriage Law.” RADEN 

INTAN: Proceedings on Family and Humanity 1 (2). 

https://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/view/48  

Referensi Book: 

Asnawi, Habib Shulton. 2022. Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia Tinjauan Hukum 

Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat. Yogyakarta: 

CV. Bildung Nusantara. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-

opac?id=346958. 

Referensi Diesertasi/Tesis/Skripsi: 

Asnawi., Habib Sulthon. 2023. “Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di 

Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum 

Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional.” dalam DISERTASI Program Doktor (S3) 

Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

http://repository.radenintan.ac.id/22698/.  

Referensi Online articles/web google: 

Indonesian Ministry of Health. (2013). Regulation of the Minister of Health of the Republic 

of Indonesia Number 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities 

for Breastfeeding and / or Milking. Ministry of Health of the Republic of Indonesia. 

Accessed June 7, 2017, at 

http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013

%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf 

Referensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

https://doi.org/10.23916/0020230842630
https://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/view/48
https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=346958
https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=346958
http://repository.radenintan.ac.id/22698/
http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf
http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf


Sumber Wawancara 

Wawancara, dengan siapa, kapasitasnya sebagai apa, Tanggal, Bulan dan Tahun. 

Contoh:  Wawancara dengan Siti Mahmudah, Ketua Program Studi Hukum Keluarga 

Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 17 

Agustus 2023 

Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan 

Perbatasan Tahun 2012, Tanggal: 6 Januari 2012 
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